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TENTANG
POHON KINERJA, CASCADING DAN CROSSCUTTING PADA DINAS

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a Bahwa dalam rangka perumusan kinerja dan indikator
kinerja perangkat dearah harus mendukung kinerja Kabupaten
dan disusun secara berjenjang dari level kabupaten sampai
level pelaksana dan fungsional, dimana level kinerja bawah
merupakan penyumbang kinerja untuk level kinerja diatasnya
yang disusun dalam bentuk pohon kinerja, cascading dan

crosscutting;

b  Bahwa penyusunan pohon kinerja, cascading dancrosscutting
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas

¢ Bahwa penyusunan pohon kinerja, cascading dan crosscutting
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan -
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun
2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor1570);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalama Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

10

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah 2018-2023;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kode Wilayah Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pamekasan;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Pamekasan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagaipedoman
dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja
dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 5Januari 2026

KAWASAN PERMUKIMAN
SUPATEN PAMEKASAN

A )



LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188 /21.3/432.304 /2026

TANGGAL  :02 JANUARI 2026

POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026
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CASCADING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2025




INDIKATOR
SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG SESUAI STANDART

PROSENTASE TERTIB PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Penyelenggaraan

Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib

Penyelenggaraan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi

Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk

e |:> Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Pelatlltan S . Pef\yelenggaraan dan Cakupan Daerah Kabupaten/ Pembangunan oleh
: Daerah Kabupaten/Kota Terampil Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa .
Fungsi Bangunan Gedung ) Kota Pemerintah Daerah
Konstruksi
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelatihan . " q q
INDIKATOR |:> Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang Tenaga Terampil Prosentase badan usaha Jumlah Sistem Informasi Jasa Jumlah ganti kerugian dan

KEGIATAN

Diselenggarakan

didukung dengan PSU

Konstruksi yang
diselenggarakan

jasa konstruksi yang
diawasi

Konstruksi yang
diselenggarakan

santunan tanah yang
diselesaikan




MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG SESUAI STANDART
INDIKATOR |:>
PROSENTASE TERTIB PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
SASARAN
Koordinasi dan Sinkronisasi
Fasilitasi Sertifikasi pengawasan dan Evaluasi Penyelesaian Masalah
SUB |:> Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Tenaga Kerja Tergtib penvelenggzaraan Penyediaan Perangkat Ganti Kerugian dan
Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Konstruksi Kualifikasi v BE; ) Pendukung Layanan Santunan Tanah untuk
KEGIATAN A q Jasa Konstruksi . .
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Umum Perumahan Jabatan Operator dan Informasi Jasa Konstruksi Pembangunan oleh
L. ) Kabupaten/Kota A
Teknisi atau Analis Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan
EIMEL Gedu.mg (PBG,)f Sertifikat Laik Fungsi Pembinaan dan Pengawasan dan Evaluasi
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung . 5 )
) Peningkatan Kapasitas Tertib Pemanfaatan
(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran "
) A AT Kelembagaan Jasa Produk Jasa Konstruksi
Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Konstruksi Kabupaten/Kota
Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan P
Bangunan Gedung melalui SIMBG
Pelatihan Tenaga Kerja Pembinaan Tertib Usaha,
Konstruksi Kualifikasi Tertib Penyelenggaraan,
Jabatan Operator, dan Tertib Pemanfaatan
Teknisi atau Analis Produk Jasa Konstruksi

Pengawasan dan Evaluasi
Tertib Usaha Jasa
Konstruksi
Kabupaten/Kota

Penyusunan Produk
Hukum Daerah terkait
Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di
Kabupaten/Kota




MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG SESUAI STANDART

INDIKATOR
PROSENTASE TERTIB PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
SASARAN
Jumlah T Keri Jumlah Dokumen
umlah Tenaga Kerja . .
. — . e . Jumlah Paket Pekerjaan Koordinasi dan
INDIKATOR Jumlah Do!(umen Pembangunan, Pemanfaatan, J'umlah. Lap.oran Hasil Koordinasi (.:|an Konstruksi Kualifikasi Jasa Konstruksi Jumlah Sistem Informasi Jasa Sinkronisasi Penyelesaian
Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Jabatan Operator dan ) . .
SuB . 3 . L Kabupaten/Kota yang Konstruksi yang Masalah Ganti Kerugian
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Teknisi . . . . )
KEGIATAN . Diawasi dan Dievaluasi diselenggarakan dan Santunan Tanah untuk
Kabupaten/Kota Perumahan atau Analis yang 3
Difasilitasi Sertifikasi Tertib Penyelenggaraan Pembangunan oleh
pasinaseiies Pemerintah Daerah

Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),
Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui
SIMBG

Jumlah Lembaga Jasa
Konstruksi yang Dibina
dan Ditingkatkan
Kapasitasnya

Jumlah Bangunan
Konstruksi
Kabupaten/Kota yang
Diawasi dan Dievaluasi
Tertib Pemanfaatan
Produk

Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator,
Teknisi
atau Analis yang Dilatih

Jumlah Lembaga Jasa
Konstruksi yang Dibina
Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan
Tertib Pemanfaatan
Produk

Jumlah Badan Usaha Jasa
Konstruksi
Kabupaten/Kota yang
Diawasi dan Dievaluasi
Tertib Usaha

Jumlah Produk Hukum
Daerah terkait
Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di
Kabupaten/Kota




SASARAN

INDIKATOR I:>

PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN

LUASAN KAWASAN KUMUH

=

.:>

KEGIATAN |:>

Pencegahan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum dalam
daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

e bitan Izin k dan
i Drail Terh
SL:tner:unra dr;arlsemylasn:" :; d:ll’:':g dan Lingkungannya di Daerah Pengembangan Kawasan
85U Gens: B! Kabupaten/Kota Permukiman

Daerah Kabupaten/Kota

Penataan dan Peningkatan
Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah

10 (sepuluh) Ha

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha

INDIKATOR

KEGIATAN |:>

Jumlah perumahan dan

Prosentase Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban

yang
dilakukan pencegahan

atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota yang
diselenggarakan

Jumlah Sistem Penyediaan Air|
Minum yang dikelola dan
dikembangkan

Jumlah Sistem pengelolaan Air
Limbah Domestik yang dikelola
dan dikembangkan

Jumlah Sistem Drainase yang
terhubung langsung dengan sungail
yang dikelola dan dikembangkan

Jumlah Penataan Bangunan dan
Lingkungannya yang diselenggarakan

Prosentase Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman yang diterbitkan

Jumlah Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas di Bawah

10 (sepuluh) Ha yang ditata dan|
ditingkatkan kualitasnya

Jumlah Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha yang ditingkatkan
kualitasnya

SUB KEGIATAN |:>

Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk
Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan
Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Rehabilitasi Rumah bagi Korban
Bencana

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis|
Sistem Penyediaan Air Minum!|

(SPAM)

Optimalisasi Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat
Skala Permukiman Berbasis
Masyarakat

Sistem
Lingkungan

aal danL di
Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
bitan Izin dan

Pengembangan Kawasan
Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik

Review/ L

Kebijakan Bidang PKP

Kawasan Permukiman Kumuh




INDIKATOR

PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN

LUASAN KAWASAN KUMUH

SASARAN
Peningkatan Sistem
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Peningkatan Sistem Drainase
SUB KEGIATAN |:> Penyediaan Air Minum Domestik (SPALD) Terpusat e Lingkungan
(SPAM) Jaringan Perpipaan Skala Permukiman Berbasis b
Masyarakat
Pembangunan Sistem y
Penyediaan Air Minum Sistem Pengelolaan Air Limbah Strategi dan Teknis Sistem
(SPAM) Jaringan Perpipaan Domestik (SPALD) Desa Drainase Lingkungan
Fasilitasi Kerja Sama
Penyelerfggara'an S'lstem Pembangunan Instalasi
e EEm (A LI Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
(SPAM) di Daerah 8 P! l
Kabupaten/Kota
Optimalisasi Sistem Operasi dan Pemeliharaan
Penyediaan Ai num Sistem Pengelolaan Air Limbah
(SPAM) Jaringan Perpipaan Domestik (SPALD)
Pembinaan dan Pemberdayaan
Perluasan Sistem Penyediaan Masyarakat dalam
Air Minum (SPAM) Jaringan Pengembangan Sistem
Perpipaan Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Jumlah Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan Jumlah Dokumen Kesepakatan
Terhadap Tumbuh dan Jumlah Dokumen Rencana, Jumlah Sistem Pengelolaan Air dengan Pengembang/Pelaku
INDIKATOR SUB Be.rkembangnya. Jumlah Rumah Korban Bencana Kebualfan, Strategi d.an Teknis| Limbah Domestik (SPI?LD) Panjang Saluran Drainase Jumlah Kawasan di .Daerah Pembangu.nan Rumah untuk Jlfmlah Dokumen Kebijakan Luas Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh di Luar Kabupaten/Kota yang Sistem Penyediaan Terpusat Skala Permukiman . . Kabupaten/Kota yang Izin dan Bidang PKP yang Tersusun/ " N
KEGIATAN Lingkungan yang Dibangun 3 Kumuh yang Diremajakan

Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang|
Diperbaiki

Terehabilitasi

Air Minum (SPAM) yang
disusun

Berbasis Masyarakatyang
dioptimalisasi

danli

Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik

Tereview/ Terlegalisasi




INDIKATOR I:>

SASARAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN

LUASAN KAWASAN KUMUH

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Kapasitas Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan yang ditingkatkan

Kapasitas Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD)
kala Permukiman Berbasis
Masyarakat yang Ditingkatkan

Jumlah Sistem Drainase

Lingkungan yang Dioptimalisasi

Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang dibangun

Jumlah Desa yang Dibina dalam
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Limbah

Domestik (SPALD)

Jumlah Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem

Drainase Lingkungan yang Disusun

Jumlah Sistem Penyediaan Air|
Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota yang
Difasilitasi Kerja Sama

Kapasitas Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) Terbangun

Jumlah Sistem Penyediaan Air|
Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan yang di i

Jumlah Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD) yang
51 ikan dan Di

Jumlah Sambungan Rumah
yang terlayani oleh perluasan
Sistem Penyediaan Air Minum|

(SPAM) Jaringan Perpipaan

Jumlah Masyarakat yang dibina
dan diberdayakan dalam
Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)

Jumlah Dokumen Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD)
yang disusun




CROSSCUTTING OPD

Jaringan Listrik/FiU

Pemulihan Rumah

Pembangunan Rumah
Swadaya

Stimulan Perumahan
Swadaya (B5PS)

Korban terdampak Perbaikan RTLH DPRKP, Dishub
Bencana
e Pelayanan
DPRKP, BPED, DINSOS DPFREF, DPRAD r Utilitas

Peningkatan I
Perumahan 'I'——————————l i
Koordinasi Bantuan Layak Huni 1 1
|
1

Perencanaan Penyediaan

Ay DPRKP Permukiman Kawasan Infrastruktur Kewasan

Kumuh Kumuh
Pemenuhan _ T DPRKP, DPMD, DINKES DPRKP, DLH
| Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh
}- Perumahan dan PeningkatanKualitas
} Permukiman EULHD
1 DPRKP, Dinkes, DLH,
[ata base Rumah Layak & S 1 DPMD
Huni dan Rumah Tidak Ef’t::_“ derr'f;f‘ "E:L-‘i" }
CHTREE ir Minum,/Air Bersih p
Ly B 1 I Pembangunan lalan .
DPRKP, Dinas KB, BPS 1 Lingkungan Kawasan embangunan akses
e - mmuﬁm [ ] 1 P B Air minum/Air bersih
Desa/Kefurahan, z
Manajemen Data - 1 :
Data base Rumah _ Berkualitas [ —— Pelayanan DPRKP, DPMD, DLH DFRKF, DEMD, DINKES
Tangea dengan akses Data qu.:san Kawasan : Prasarana
Sanitasi Kumuh Pelayanaan Infrastruktur BAkses Sanitasi/Air
Sarana Persampahan Limbah
DPREP, Dinkes.
DPRKP, DLH DPRKP, DPMD, DINKES
Data base Perumahan
Formal yang didukung . L : SaranaPendidikan,
SaranaPemerintahan krecha
' - Drainase
Diknas, Dinkes, DPREP,
DPREP, dan Semua OPD RSUD

DPRKP, DPMD, DPUPR



